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Puteri Korm=arwudin
ANGGOTA Komisi XI DPR
Puteri Komarudin menanggapi
soal ramainya temuan tran-—
saksi janggal Rp 300 triliun
di Kementerian Keuangan.
Temuan tersebut diungkap
oleh Menteri Koordinator
bidang Pelitik, Hukum. dan
Keamanan Mahfud NMI>.

Puteri menyavyvangkan muan-—
culnya informasi transaksi
mencurigakan itu lantaran ka—
sSus tersebut menyangkut in-
tegritas pegavwai Kemenkeuwu.
“Namun ini harus menjadi
alarrrs bagi Kemenkeu untule
Segera meninjau kembali dan
mengevaluasi upaya penegcak-—
kan integritas yang selama ini

berjalan.’ ujar Puteri.
omisi X1, kata Puteri, men-—

=
dukung penindalkan dengan
remberian sanksi tegas ke-
Prada para oknum Sang terlibat
IMmaupun pemeriksaan lebih
lanjut terhadap dugaan oknum
lain. Puteri juga memberikan
dukungan terhadap langlkah
bersih-bersih yang- akan di-
lakukan Kemenlkeu dalam
suatu kerangka reformasi sco-—
cara menyeluruh. °

Namun, Puteri berujar. tak
hanya transformasi dari segsi
organisasi, kelembagaar_;, Pro-—

[

ses bisnis,,._infrastruktur, ang
Penting juga adalah Penguatan
dan pendisiplinan nilai-nilai
integritas pada pilar Sum-
ber IDaya NMNManusia CSIDON ). .
"Dengan begitu, pesavwai Ke-—
menkeu tetap menunjuklkan

kinerja positif untulk mengawal
T tutur dia.

keuangan negara.’
Politisi Partai Golkar itu
menuturkan., kredibilitas in—
stansi Kemenkeu harus dippu—
lihkan untuk mengembalikan
kepercayaan publilk. Apalagi.
instansi ini berperan sentral
dalam upayva mengejar penceri—
maan negara., vang selama
ini ditopang dari Penerimaan
Prajak maupun bea cukai.
Menurut Puteri, kejadian ini
Juga bisamenjadi momen yars
tepat untuk semakin mem_
pPerkuat upaya reformasi Perpa—
Jakanrdi Tndoncesia. K omisi T
FPuteri berujar., juga telah moen-
dukung dengan melahirkan
Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan dan
Undang—Undang Hubungan
Keuangan Antara Pemecerintah
Pusat dan Pemerintahan IDac—
rah. “*Sebagai bentulc Pengua-—
tan dari segi regulasi.” kata dia.
Menteri Koordinator Bi_
dang Politik, Hukum., dan
Keamanan NMahfud Md jugsa
menjelaskan bahwa transalksi
mencurigakan senilai Rp 300
triliun di Kemenkeu ity berasal
darj dugaan tindak pidana pPen-—-
cucian uang (TPPU). Mcenurut
dia, dugaan TPPUJ itu melibat
kan melibatkan <467 Pegsawai
Kemenkecu sejak 2009-2023 .
Sementara, Jdika dikaitkan
dengan kasus korupsi. IMenurut
dia. Kemenkeu sudah berhasil
mengembalilkan Rp 7.08 triliun
dari kasus-kasus tersebut.
““Yang lain ada masih berjalan.
Ada yang sudah divonis oleh

Pengadilan. Ada yang masih
berproses. Ada yang belum
terlaporkan.”” ujar dia. s rcaL
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